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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72/PMK.02/2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
82/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL LAYANAN POS

Menimbang

UNIVERSAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
82/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan
Operasional Layanan Pos Universal, telah diatur
ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan,
dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional
layanan pos universal,

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan
bantuan operasional layanan pos universal, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap kuasa pengguna
anggaran bantuan operasional layanan pos universal,;
bahwa untuk menyesuaikan kuasa pengguna anggaran
bantuan operasional layanan pos universal, perlu
melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 82/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan

Operasional Layanan Pos Universal;
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Mengingat

Menetapkan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
82/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan

Operasional Layanan Pos Universal;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 /PMK.02/2016 tentang
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban
Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
82/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN,
PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL LAYANAN POS UNIVERSAL.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 82/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, dan  Pertanggungjawaban Dana Bantuan
Operasional Layanan Pos Universal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 756), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
menunjuk Direktur Pos pada Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Pos dan Informatika-Kementerian

Komunikasi dan Informatika selaku Kuasa Pengguna
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